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Jalan Anusapati Nomor 3 Bajera, Telepon 8943573 Kode Pos: 82162 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR : 29 TAHUN 2023 
TENTANG 


PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 
DESA BAJERA KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN 


Menimbang 


Mengingat 


DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan 
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : 
Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari 
Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil 
Negara yang bekerja di Lingkungan kantor 
kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. 
Selanjutnya Pasal 75 ayat 3 menyatakan : Lurah/kepala 
desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 
(satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) Staf sekretariat PPS 
atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui 
KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan 
Keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan 
nama lain, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan 
Perbekel Desa Bajera tentang Penetapan Anggota 
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Dalam 
Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 


Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonsia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109), 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984), 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236), 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan 
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota : 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


Tembusan : 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan Keputusan Perbekel Desa Bajera tentang 
Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara 
Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan 
dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, yang 
selengkapnya nama-namanya sebagaimana tercantum 
dalam lampiran. 

Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung 
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 
2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas 
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
pada tanggal 27 Januari 2023 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


ka 


I PUTU SUKARATA 


1. Camat Selemadesg, 
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selemadeg, 


3. Arsip. 


LAMPIRAN 

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 29 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJERA 

KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 


DAFTAR NAMA-NAMA 
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJERA 


aa  ———.i 
No. NAMA NIP JABATAN KETERANGAN 
Ta | I Nyoman Ariana - Sekretaris 
Ni Luh Putu Widariyanti - Staf Sekretariat | 
I Kadek Agus Hutama Putra - Staf Sekretariat 


PERBEKEL DESA BAJERA 


Ke. 


I PUTU SUKARATA 


